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Environmental problems are becoming bigger, more widespread and serious. One 
of the environmental problems is waste management where there is a limited ca-
pacity of the government in dealing with waste production and collection prob-
lems which continue to increase every year. The waste problem also causes a de-
crease in the environmental quality of the community. This study aims: (1) To ex-
amine the implementation of Article 13 of Law Number 18 Year 2008 concerning 
waste management in Suradadi District, Tegal Regency towards the environment 
(2) To determine the obstacles to the environment in managing waste in Suradadi 
District, Tegal Regency. 
The type of research used is descriptive analytic, which is to reveal laws and regu-
lations relating to legal theory as the object of research. Likewise the law in its 
application in society regarding the object of research. The approach used is a 
normative approach and an empirical approach. Data collection techniques 
through literature study and field research. And analyzed qualitatively and inter-
preted logically and systematically, deductive and inductive frame of mind will 
help this research, especially at the level of consistency, as well as conceptual 
with the producers and the procedures are determined by the generally accepted 
principles in the legislation. 
The results showed that the volume of waste management continues to increase 
every year in Suradadi District, causing the environment around the temporary 
dumpsite to be disturbed. The obstacle that occurs is that the collection of waste 
carried out by the 3R waste management sector has been carried out but cannot 
routinely every day due to limited fleets. 
 














Permasalahan lingkungan menjadi semakin besar, meluas dan serius. Salah 
satu masalah lingkungan hidup adalah pengelolaan sampah dimana terdapat 
keterbatasan kemampuan pemerintah dalam menghadapi masalah produksi dan 
pengumpulan sampah yang terus meningkatsetiap tahunnya. Masalah sampah juga 
mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup masyarakatnya. Penelitian 
ini bertujuan: (1) Untuk mengkaji pelaksanaan pasal 13 Undang-undang Nomor 
18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Suradadi Kabupaten 
Tegal terhadap lingkungan hidup (2) Untuk mengetahui hambatan pengelolaan 
sampah di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal terhadap lingkungan hidup. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik yaitu 
mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori 
hukum sebagai objek penelitian. Begitu pula hukum dalam penerapannya di 
masyarakat tentang objek penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah 
pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Teknik pengumpulan data melalui 
studi pustaka dan penelitian lapangan. Dan dianalisis secara kualitatif dan 
diinterpretasikan secara logis dan sistematis, kerangka berpikir deduktif dan 
induktif akan membantu penelitian ini terutama pada tingkat konsistensi, serta 
konseptual dengan produsen dan tata cara yang ditetapkan oleh prinsip-prinsip 
yang berlaku umum dalam peraturan perundang-undangan.  
Hasil penelitian menunjukkan dalam pengelolaan sampah yang tiap tahun 
volumenya terus meningkat di Kecamatan Suradadi, menyebabkan lingkungan 
hidup di sekitar tempat pembuangan sampah sementara terganggu.hambatan yang  
terjadipengambilan sampah yang dilakukan bidang pengelohan limbah 3R sudah 
dilakukan namun tidak bisa secara rutin setiap hari karna terbatasnya armada. 
 














A. Latar Belakang 
Lingkungan merupakan tempat dimana makhluk hidup melaksanakan 
aktivitas sehari-hari. Tentunya di dalam melakukan aktivitas tersebut 
makhluk hidup membutuhkan lingkungan yang sehat serta suasana yang 
nyaman.seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat tentunya 
juga membawa dampak perubahan terhadap lingkungan.
1
Perkembangan 
zaman tersebut di ikuti dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah 
pesat salah satu masalah utama saat ini adalah persampahan sebab manusia 
hidup menghasilkan sampah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari 
manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Yang tertuang di dalam 
pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 berbunyi tentang 
“pengelolaan sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan 
industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas 
lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah”.
2
 
Masalah utama pengelolaan sampah adalah terbatasnya kemampuan 
pemerintah dalam menghadapi masalah produksi dan pengumpulan sampah 
yang terus meningkat.
3
Pada umumnya hanya sedikit sampah yang dapat 
dikumpulkan dan di buang dengancara yang benar. Timbunan sampah 
                                                           
1https://lingkunganhidup.co/pengertian-lingkungan-hidup/redaksibumikita/3juni2016 
2 Undang-Undang 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan sampah Pasal 13. 
3 Rasyid Abdilah, Dyah Hariani, Rihandoyo, ”Analisis Strategi Pengelolaan Sampah di 




tersebut akan berakibat buruk pada masa yang akan datang akibat dari 
semakinbertambahnya volume timbunan sampah. Sistem persampahan yang 
umumnya di laksanakan adalah sistem yang didasarkan atas premis 
kesehatan, yakni bahwa sampah merupakan bahaya kesehatan sehingga 
harus secepatnya di kumpulkan, di angkut dan di buang agar dampak 
terhadap lingkungan yang di akibatkan dapat di minimalkan. Masalahnya 
adalah umumnya sampah yang di angkut tidak menyeluruh. Sampah yang 
tidak terangkut biasanya akan di bakar di pendam atau di buang di selokan 
maupun di sungai. Sehingga menyebabkan aliran air menjadi tidak lancar 
yang akibat fatalnya adalah dapat mengakibatkan banjir.  
Pemerintah di dalam melakukan pengelolaan sampah harus bijak 
dalam mengambil keputusan. Pemerintah dalam mengambil keputusan jika 
salah maka pemerintah sendiri yang akan kualahan di dalam mengatasi 
persoalan sampah. Salah satu daerah yang mengalami permasalahan sampah 
adalah Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal, hal ini di karenakan jumlah 









2016 2017 2018 2019 Satuan 
1` organik 295 295 544,43 584,3 M
3 
2 Non organik 197 197 233,3 278 M
3
 
Sumber : dari kecamatan suradadi 






Penegakan hukum dalam pengelolaan sampah mengacu pada 3 (tiga) 
sistem hukum yang merupakan gabungan dari komponen-komponen yaitu 
struktur,substansi dan budaya selain itu berkaitan dengan penegakan hukum 
dari (dua) sisi yaitu penegakan hukum secara preventif dan 
represif.Penegakan hukum dalam pengelolaan sampah juga menjadi sebuah 
perwujudan pemerintah maupun pemerintah daerah dalam menerapkan 
prinsip Good Environmental Governance dengan tujuan akan 
menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat akan lingkungan hidup. Dalam 
menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah maka di 
butuhhkana danya sebuah penegakan hukum.  
Oleh karena itu hukum adalah sarana yang di dalamnya terkandung 
nilai-nilai dan konsep-konsep tentang keadilan,kebenaran,kemanfaatan 
sosial dan sebagainya.
5
 Sehingga adanya sebuah penegakan hukum 
merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di 
dalam kaidah-kaida/pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai 
rangkaian pejabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan,memelihara, dan 
mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
6
 Selain itu penegakan hukum 
lingkungan suatu tindakan/proses paksaan untuk mentaati hukum yang di 
dasarkan kepada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan atau 
persyaratan lingkungan. Sehingga penegakan hukum lingkungan di bidang 
pengelolaan sampah sebagai upaya penerapan hukum positif  dalam 
kehidupan masyarakat sehingga adanya Undang-undang Nomor 18 Tahun 
                                                           
5 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Jakarta:Grafindo Persada, 2011, 
hlm.292. 




2008 tentang pengelolaan Sampah dan peraturan daerah mengenai 
pengelolaan sampah yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan 





B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang 
akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; 
1. Bagaimana pelaksanaan pasal 13 undang-undang nomor 18 tahun 
2008 tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Suradadi Kabupaten 
Tegal terhadap lingkungan hidup?   
2. Bagaimana hambatan pengelolaan sampah di Kecamatan Suradadi 
Kabupaten Tegal?  
 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan ini 
adalah:  
1. Untuk mengkaji pelaksanaan pasal 13 Undang-undang Nomor 18 
Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Suradadi 
Kabupaten Tegal terhadap lingkungan hidup. 
                                                           
7 Syamsul Arifin, Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia, 




2. Untuk mengetahui hambatan pengelolaan sampah di Kecamatan 
Suradadi Kabupaten Tegal terhadap lingkungan hidup ? 
 
D. Manfaat Penelitian  
Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 
kegunaan : 
1. Manfaat Teoritis  
a. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan 
hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis 
dengan praktek yang terjadi dalam masyarakat. 
b. Sebagai persyaratan guna melengkapi dan memenuhi tugas 
sebagai persyaratan pokok akademis untuk meraih gelar Sarjana 
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
2. Manfaat Praktis  
Manfaat Praktis Penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Untuk Penulis : Penelitian ini bisa menambah wawasan tentang 
Bagaimana pelaksanaan pasal 13 undang-undang nomor 18 
tahun 2008 tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Suradadi 
Kabupaten Tegal terhadap lingkungan hidup. 
b. Untuk masyarakat : penelitian ini di harapkan bermanfaat untuk 
masyarakat umum tentang lingkungan hidup terutama tentang 




Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah terhadap lingkungan 
hidup. 
 
E. Tinjauan Pustaka 
Penulis melakukan telaah terhadap beberapa literatur adapun beberapa 
penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian di bawah ini adalah : 
1. Menurut Cinda Marsya Diandra8Fakultas Hukum Universitas Bandar 
Lampung yang berjudul “Implementasi kebijakan pemerintah dalam 
pengelolaan daur ulang sampah diKota Metro” penelitian ini 
menjelaskan implementasi kebijakan daur ulang sampah di Kota 
Metro adalah program bank sampah serta fasilitas dan sosialisasi 
tentang pengelolaan sampah dan fakto-faktor penghambat adalah 
masih kurangnya kesadaran dan minat masyarakat untuk memilah dan 
memisahkan sampah rumah tangga mereka, kurangnya sosialisasi dan 
edukasi tentang pengelolaan sampah kreatifitas, kurangnya 
pembinaan, dan minimnya dana untuk penganggaran sarana dan 
prasarana penunjang daur ulang sampah. 
2. Menurut Faizah9yang berjudul “Pengelolaan sampah rumah tangga 
berbasis masyarakat” dari hasil penelitian ini dapat di tarik 
kesimpulan Sistem pengelolaan sampah rumah tangga berbasis 
masyarakat dengan prinsip 3R melalui kegiatan pemilahan sampah 
                                                           
8 Cinda Marsya Diandra, “Implementasi kebijakan pemerintah dalam mengelola daur ulang 
sampah di kota Metro”, Jurnal Ilmiah, Volume 4, Nomor 1, 2017, hlm: 3 
9 Faizah, “Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat”, TESIS, Semarang: 




merupakan solusi paradigmatik, yaitu solusi dari paradigma cara 
mengelola sampah. Dari paradigma ”membuang sampah” yang dalam 
prakteknya hanya memindahan sampah, menjadi ”mengelola sampah” 
dalam arti memilah untuk dimanfaatkan yang pada prakteknya dapat 
mereduksi secara signifikan timbulan sampah yang dibuang. 
Problematika utama dari penerapan model ini adalah pada soal 
bagaimana merubah paradigma dari membuang sampah menjadi 
memanfaatkan sampah. Peran pengurus Rukun Tetangga (RT)/Rukun 
Warga (RW) sangat besar dalam membantu mewujudkan 
terlaksananya program dan menjembatani komunikasi antara 
pemerintah daerah dengan masyarakat. 
3. Menurut Putri Arisyanti10 tentang “Pengelolaan sampah untuk 
kesejahteraan masyarakat” yang membahas Proses menjalankan 
pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilaksanakan adalah dengan 
menggunakan metode intervensi komunitas yaitu dengan cara 
melibatkan masyarakat secara langsung, baik dalam hal perencanaan, 
pelaksanaan kegiatan hingga saat mengevaluasi program. Tujuan 
dilibatkannya masyarakat adalah agar mereka mampu menghadapi 
permasalahan sampah dengan mandiri dan mampu mengajarkannya 
kepada generasi penerusnya, serta dapat meningkatkan kehidupan 
sosial mereka. Kehidupan sosial mereka dalam berpartisipasi untuk 
masyarakat dan menjaga lingkungan. Peningkatan partisipasi 
                                                           
10 Putri Arisyanti, “Pengelolaan Sampah untuk Kesejahteraan Masyarakat”, Skripsi, 





masyarakat bukan hanya di kalangan masyarakat saja, melainkan di 
dunia pendidikan yang ada disekitarnya, seperti pondok pesantrean 
dan sekolah-sekolah lainnya. 
Perbedaan yang mendasar dari ketiga judul penelitian diatas adalah 
bahwa belum ada pembahasan tentang Pelaksanaan Pasal 13 Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan 
Suradadi Kabupaten Tegal terhadap lingkungan hidupdan hambatan-
hambatannya. 
 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian Studi Lapangan (Field research)merupakan 
penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan 
langsung pada objek yang diteliti untuk memperoleh data primer
11
. 
2. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan secara 
empiris. Pendekatan empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan 
cara melihat pada kenyataan langsung atau sesungguhnya, terhadap 
pihak yang berkompeten di lokasi penelitian dan mengumpulkan 
informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti.
12
 
3. Sumber Data  
                                                           
11Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008 ,   
hlm. 4. 
12 Peter Mahmud Marzuki, Metode Penelitian dan Pencari Kebenaran, Jakarta: Prenada 




Sumber data secara umum diartikan sebagai fakta atau 
keterangan dari suatu objek yang diteliti dari hasil penelitian, 
sedangkan sumber data merupakan media dimana dan kemana data 
dari suatu penelitian dapat diperoleh. Sumber data dari penelitian ini 
adalah  
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan, 
yaitu hasil wawancara dengan kepala Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Tegal dan Camat Suradadi yang berkaitan dengan 
pengelolaan sampah. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah tambahan yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan (library research) dengan cara membaca, 
menelaah, dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan 
peraturan yang berhubunga dengan permasalahan dalam 
penelitian. 
 
Data sekunder yang di gunakan ini terdiri dari tiga bahan hukum 
sebagai berikut : 
1. Bahan Hukum Primer, merupakanbahan hukum yang 
berasal dari peraturan perundangan-undanganyang 




(a) Undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sampah; 
(b) Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 
2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup 
(c) Peraturan Pemerintah nomor 81 tahun 2012 tentang 
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah 
Sejenis Sampah Rumah Tangga 
 
2. Bahan Hukum Sekunder 
Penjelasan mengenai bahan hukum primer. Berupa 
Undang-undang, teori-teori yang ada di buku hukum, 
skripsi, jurnal hukum yang berkaitan dengan 
permasalahan. 
3. Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum tersier yang penulis pergunakan dalam hasil 
penulisan hukum ini meliputi kamus Hukum dan Bahan 
literasi dari media internet. 
 
4. Metode Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini di lakukan 




a. Studi Lapangan (field research)13 dilakukan sebagai usaha 
pengumpulan data dengan cara pengamatan (observasi) dan 
mengajukan Tanya jawab dalam wawancara terstruktur dengan 
disertai pedoman wawancara yang telah dipersiapkan 
sebelumnya. 
b. Studi Kepustakaan (Library Research), yaitu dengan melakukan 
serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip 
dari berbagai buku dan literatur serta melakukan pengkajian 
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian
14
. 
5. Metode Analisis Data  
Metode analisa data merupakan hal yang sangat penting dalam 
suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah 
yang diteliti, sebelum analisis data dilakukan terlebih dahulu diadakan 
pengumuman data, kemudian dianalisis secara kualitatif dan 
ditafsirkan secar logis dan sistematis, kerangka berpikir deduktif dan 
induktif akan membantu penelitian ini khususnya dalam taraf 
konsistensi, serta konseptual dengan produser dan tata cara 
sebagaimana yang telah ditetapkan oleh asas-asas yang berlaku umum 
dalam perundang-undangan.  
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Pada penelitian hukum metode deskriptif dapat diartikan sebagai 
prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan 
keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, 
lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang 
berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Sistematis 
berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan tertulis tersebut 




G. Sistematika Penulisan 
Untuk memberikan gambaran tentangpenelitian ini, maka penulis ini, 
maka penulis menyusun sistematika penulisan penelitian sebagai berikut : 
Bab I Pendahuluan. Bab ini membahas latar belakang masalah, 
permasalahan yang akan dicari jawabannya, tujuan penelitian 
merupakan jawaban dari permasalahan yang diangkat.  
Bab II Tinjauan Konseptual. Bab ini membahas landasan teori mengenai 
sampah, pemerintah daerah dan peraturan daerah, serta lingkungan 
hidup. 
Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini, membahas hasil 
observasi mengenai Pelaksanaan pasal 13 undang-undang nomor 18 
tahun 2008 tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Suradadi 
Kabupaten Tegal terhadap lingkungan hidup dan Hambatan-hambatan 
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dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal 
terhadap lingkungan hidup 
Bab IV Penutup. Pada bab ini membahas simpulan yang merupakan 
jawaban dari permasalahan dan asumsi-asumsi yang telah 
dikemukakan sebelumnya, dan saran. 
Daftar Pustaka, berisikan sumber referensi dalam penulisan skripsi ini. 







A. Tinjauan Umum Tentang Sampah 
1. Pengertian Sampah 
Sebagian besar makhluk hidup, khususnya manusia dalam memenuhi 
kebutuhan hidupnya melakukan kegiatan konsumsi barang. Hasil sampingan 
dari konsumsi barang dan jasa tersebut adalah bahan buangan yang tidak 
dapat dipakai lagi dan dikatakan sebagai sampah. Sampah yang dihasilkan 
dari sisa metabolisme makhluk hidup bisa berbentuk padatan, cairan, dan 
gas. Apabila sampah ini tidak dikelola dengan baik dan langsung dibuang 
kelingkungan dapat berdampak pada komponen lingkungan fisik seperti 




Sampah merupakan bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil 
aktifitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai 
ekonomi
17
. Menurut kamus istilah lingkungan hidup, sampah mempunyai 
definisi sebagai bahan yang tidak mempunyai nilai, bahan yang tidak 
berharga untuk maksud biasa, pemakaian bahan rusak, barang yang cacat 
dalam pembikinan manufaktur, materi berkelebihan, atau bahan yang 
ditolak. Sampah memiliki beberapa kriteria, limbah yang berbentuk padat 
dan juga setengah padat, dari bahan organik atau anorganik, baik benda 
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logam maupun benda bukan logam, yang dapat terbakar dan yang tidak 
dapat terbakar. Bentuk fisik benda-benda tersebut dapat berubah menurut 
cara pengangkutannya atau cara pengolahannya.  
Sampah padat adalah semua barang sisa yang ditimbulkan dari 
aktivitas manusia dan binatang yang secara normal padat dan dibuang ketika 
tidak dikehendaki atau sia- sia
18
.Sedangkan yang dimaksud dengan sampah 
perkotaan adalah sampah yang timbul di kota (tidak termasuk sampah yang 
berbahaya dan beracun). 
Definisi mengenai sampah, hal ini perlu diketahui terlebih dahulu 
sebelum mengenal sampah lebih dekat
19
. Sampah, bahan yang tidak 
mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam 
pembikinan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembikinan 
manufaktur atau materi berkelebihan atau ditolak atau buangan. Sampah 
merupakan bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas 
manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Dari 
pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sampah sesuatu yang tidak 
berguna lagi, dibuang oleh pemiliknya dari pemakai semula, atau sampah 
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2. Sumber-sumber Sampah 
Sampah berasal dari kegiatan penghasil sampah seperti pasar, rumah 
tangga, perkotaan (kegiatan komersial/ perdagangan), penyapuan jalan, 
taman, atau tempat umum lainnya, dan kegiatan lain seperti dari industri 
dengan limbah yang sejenis sampah.
20
 Sumber dari sampah di masyarakat 
pada umumnya, berkaitan erat dengan penggunaan lahan dan penempatan. 
Beberapa sumber sampah dapat diklasifikasikan menjadi antara lain: 
Perumahan, Komersil, Institusi, Konstruksi dan pembongkaran, Pelayanan 
Perkotaan, Unit Pengolahan, Industri, dan Pertanian. Berdasarkan 
sumbernya sampah dibagi menjadi:21 
a. Sampah alam adalah sampah yang diproduksi di kehidupan liar 
diintegrasikan melalui proses daur ulang alami, seperti daun-
daun kering di hutan yang terurai menjadi tanah. Di luar 
kehidupan liar, sampah-sampah ini dapat menjadi masalah, 
misalnya daun-daun kering di lingkungan pemukiman. 
b. Sampah manusia adalah istilah yang biasa digunakan terhadap 
hasil dari pencernaan manusia, seperti feses dan urin. Sampah 
manusia dapat menjadi bahaya serius bagi kesehatan karena 
dapat digunakan sebagai vector(sarana perkembangan) penyakit 
yang disebabkan virus dan bakteri. Salah satu perkembangan 
utama pada dialektika manusia adalah pengurangan penularan 
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(Perancis), 1982, E. Damanhuri (Editor): Teknik Pengelolaan Persampahan – Modul A dan Modul 
B, Disiapkan untuk PT. Freeport Indonesia, Bandung: Teknik Lingkungan ITB, 1999). 
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penyakit melalui sampah manusia dengan cara hidup yang 
higienis dan sanitasi. Termasuk didalamnya adalah 
perkembangan teori penyaluran pipa (plumbing). Sampah 
manusia dapat dikurangi dan dipakai ulang misalnya melalui 
sistim urinoir tanpa air. 
c. Sampah rumah tangga merupakan sampah yang dihasilkan dari 
kegiatan di dalam rumah tangga, sampah yang dihasilkan oleh 
kebanyakan rumah tangga adalah, kertas dan plastik. 
Karakteristik dari sampah rumah tangga ini, sebagian besar 
adalah sampah organik yang mempunyai sifat lekas membusuk 
Akumulasi dari limbah oleh rumah tangga adalah pengeluaran 
dalam tong sampah didepan setiap rumah atau di dalam kantong 
plastik, dalam keadaan bercampur. 
d. Sampah konsumsi merupakan sampah yang dihasilkan oleh 
manusia dari proses penggunaan barang, dengan kata lain adalah 
sampah yang dibuang ke tempat sampah ini, sebagai contoh 
sampah konsumsi adalah tangkai/daun singkong, papaya, 
kangkung, bayam, kulit terong, wortel, labuh siam, ubi, 
singkong, kulit buah-buahan, nanas, pisang, nangka, daun 
pisang, semangka, ampas kelapa, sisa sayur/lauk pauk, dan 
sampah dari kebun. Jenis sampah ini merupakan sampah yang 
umum dipikirkan manusia, hal ini disebabkan kebiasaan 




sampah. Meskipun demikian, jumlah sampah kategori ini pun 
masih jauh lebih kecil dibandingkan sampah-sampah yang 
dihasilkan dari proses pertambangan dan industri. 
e. Sampah perkantoran adalah sampah yang berasal dari 
lingkungan perkantoran dan pusat perbelanjaan: yang sebagian 
besar sampah yang dihasilkan adalah sampah organik, kertas, 
tekstil, plastik dan logam. 
f. Sampah daerah industri dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu 
sampah umum dan limbah berbahaya cair atau padat. Sampah 
umum, biasanya diletakkan di tempat sampah. Pensortiran 
sederhana biasanya dilakukan oleh industri, seperti plastik, 
kertas, dan bagian dari kulit biasanya disimpan dalam kontainer 
yang berbeda untuk dijual. Sedangkan limbah yang dianggap 
tidak berharga dibuang ditempat tersendiri. Untuk limbah cair 
dan limbah berbahaya, jika perusahaan tidak memiliki fasilitas 
yang memadai atau incinerator atau falistas pengelolaan limbah 
cair, maka limbah harus dibawa ke fasilitas yang dimiliki oleh 
departemen pengelolaan sampah di pemerintah kabupaten Tegal 
yang akan diproses lebih lanjut sebelum dibuang. Sampah dari 
fasilitas medis sudah dipisahkan antara sampah medis dan non 
medis. Sampah non medis dikumpulkan menggunakan kantong 
plastik dan dikumpulkan dalam sampah container yang dimiliki 




incinerator. Sebagian lembaga medis yang tidak dimliki 
incinerator, limbah medisnya harus dibawa ke rumah sakit. 
g. Sampah Nuklir merupakan hasil dari fusi nuklir dan fisi nuklir 
yang menghasilkan uranium dan thorium yang sangat berbahaya 
bagi lingkungan hidup dan juga manusia. Oleh karena itu 
sampah nuklir disimpan ditempat-tempat yang tidak berpotensi 
tinggi untuk melakukan aktifitas tempat-tempat yang dituju 
biasanya bekas tambang garam atau dasar laut (walau jarang 
namun kadang masih dilakukan). 
Menurut Gelber, sumber-sumber sampah adalah sebagai berikut:22 
a. Sampah permukiman, yaitu sampah rumah tangga berupa sisa 
pengolahan makanan, perlengkapan rumah tangga bekas, kertas, 
kardus, gelas, kain, sampah kebun/ halaman, dan lain-lain. 
b. Sampah pertanian dan perkebunan, sampah kegiatan pertanian 
tergolong bahan organik, seperti jerami dan sejenisnya. 
Sebagian besar sampah yang dihasilkan selama musim panen 
dibakar atau dimanfaatkan untuk pupuk. Untuk sampah bahan 
kimia seperti pestisida dan pupuk buatan perlu perlakuan khusus 
agar tidak mencemari lingkungan. Sampah pertanian lainnya 
adalah lembaran plastik penutup tempat tumbuh-tumbuhan yang 
berfungsi untuk mengurangi penguapan dan penghambat 
pertumbuhan gulma, namun plastik ini bisa di daur ulang. 
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c. Sampah dari sisa bangunan dan konstruksi gedung. Sampah 
yang berasal dari kegiatan pembangunan dan pemugaran gedung 
ini bisa berupa bahan organik maupun anorganik. Sampah 
organik, misalnya: kayu, bambu, triplek. Sampah anorganik, 
misalnya: semen, pasir, spesi, batu bata, ubin, besi dan baja, 
kaca dan kaleng. 
d. Sampah dari perdagangan dan perkantoran. Sampah yang 
berasal dari daerah perdagangan seperti: toko, pasar tradisional, 
warung, pasar swalayan ini terdiri dari kardus, pembungkus, 
kertas, dan bahan organik termasuk sampah makanan dan 
restoran. Sampah yang berasal dari lembaga pendidikan, kantor 
pemerintah dan swasta biasanya terdiri dari kertas, alat tulis 
menulis (bolpoint, pensil, spidol dan lain-lain), toner fotocopy, 
pita printer, kotak printer, baterai, bahan kimia dari 
laboratorium, pita mesin ketik, klise film, komputer rusak, dan 
lain-lain. Baterai bekas dan limbah bahan kimia haurs 
dikumpulkan secara terpisah dan harus memperoleh perlakuan 
khusus karena berbahaya dan beracun. 
e. Sampah industri, yaitu sampah yang berasal dari seluruh 
rangkaian proses produksi berupa bahan-bahan kimia serpihan 
atau potongan bahan, serta perlakuan dan pengemasan produk 





Sedangkan berdasarkan tingkat penguraian, sampah pada umumnya 
dibagi menjadi dua macam
23
 :  
a. Sampah organik, yaitu sampah yang mengandung senyawa-
senyawa organik, karena tersusun dari unsur-unsur seperti C, H, 
O, N dan sebagainya. Sampah organik umumnya dapat terurai 
secara alami oleh mikroorganisme, contohnya sisa makanan, 
karton, kain, karet, kulit, sampah halaman. 
b. Sampah anorganik, yaitu sampah yang bahan kandungannya 
bersifat anorganik dan umumnya sulit terurai oleh 
mikroorganisme. Contohnya: kaca, kaleng, alumunium, debu, 
dan logam lainnya. 
 
3. Jenis-jenis Sampah 
Berdasarkan bahan asalnya sampah dibagi menjadi dua jenis yaitu 
sampah organik dan anorganik.
24
 
a. Sampah Organik Sampah organik yaitu buangan sisa makanan 
misalnya daging, buah, sayuran dan sebagainya. Contoh sampah 
dari zat anorganik adalah: potongan-potongan/ pelat-pelat dari 
logam, berbagai jenis batu-batuan, pecahan-pecahan gelas, 
tulang,belulang, dan lain-lain. Sampah jenis ini, melihat fisiknya 
keras maka baik untuk peninggian tanah rendah atau dapat pula 
                                                           
23 S. Hadiwiyoto, Penanganan dan Pemanfaatan Sampah, Jakarta: Yayasan Idayu, 2002, 
hlm. 36. 
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untuk memperluas jalan setapak. Tetapi bila rajin 
mengusahakannya sampah dari logam dapat kembali dilebur 
untuk dijadikan barang yang berguna, batu-batuan untuk 
mengurung tanah yang rendah atau memperkeras jalan setapak, 
pecahan gelas dapat dilebur kembali dan dijadikan barangbarang 
berguna, dan tulang-belulang bila dihaluskan (dan diproses) 
dapat untuk pupuk dan lain-lain. 
b. Sampah anorganik Sampah anorganik yaitu sisa material sintetis 
misalnya plastik, kertas, logam, kaca, keramik dan sebagainya. 
Melihat proses penghancurannya oleh jasad-jasak mikroba, 
maka sampah zat organik terdiri atas:
25
 
1) Zat organik dari bahan plastik Dengan perkembangnya 
Ilmu Pengetahuan dan disertai berkembangnya Industri, 
maka banyak barang-barang atau perkakas dibuat dari 
bahan plastik. Bahan-bahan plastik termasuk zat organik. 
Kita ketahui semua zat organik dapat dihancurkan oleh 
jasad-jasad mikroba, akan tetapi zat plastik tidak dapat. 
Bila dibuang sembarangan maka zat plastik ini hancurnya 
memakan waktu lama, yaitu antara 40 – 50 tahun, 
sehingga dikhawatirkan akan bertimbun-timbun sampah 
dari plastik. Salah satu usaha yang dapat menghancurkan 
zat plastik adalah sinar ultraviolet dari matahari. Ini pun 
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akan memakan waktu yang lama juga, dibandingkan 
dengan penghancuran zat organik lainnya oleh mikroba-
mikroba. Jalan tercepat menghancurkan plastik dapat 
dimanfaatkan kembali bersama sampah lainnya dapat pula 
untuk mengurung tanah yang lebih rendah. 
2) Zat organik non-plastik Sampah zat organik bukan dari 
plastik banyak sekali macamnya, misalnya: kayu, kertas, 
bekas pakaian, karet, sisa-sisa daging, dana lain-lain. 
Semua sampah zat organik dapat diuraikan oleh mikroba-
mikroba hingga menjadi bahan mineral. Bahan mineral-
mineral hasil penguraian ini baik sekali untuk pupuk. 
Buangan bahan berbahaya dan beracun (B3), yaitu 
buangan yang memiliki karakteristik mudah terbakar, 
korosif, reaktif, dan beracun. B3 kebanyak merupakan 
buangan dari industri, namun ada juga sebagian kecil 
merupakan buangan dari aktifitas masyarakat kota atau 
desa misalnya baterai, aki, disinfektan dan sebagainya. 
 
4. Dampak Negatif Sampah 
Sampah yang berasal dari berbagai sumber berpotensi mencemari 
lingkungan, baik lingkungan darat, udara maupun air. 
26
 
a. Pencemaran lingkungan darat  
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Pencemaran sebagai dampak langsung dari timbunan sampah di 
lingkungan sekolah, maka akan berdampak pada segi kesehatan 
siswa, hal ini disebabkan karena timbunan sampah merupakan 
tempat bersarang dan menybarnya bibit penyakit, sedangkan 
ditinjau dari segi keindahan, timbunan sampah tidak sedap 
dipandang mata. 
b. Pencemaran Udara  
Pencemaran udara sebagai dampak dari sampah adalah 
ditimbulkannya bau yang tidak sedap, debu gas-gas beracun. 
Prmbakaran sampah dapat meningkatkan karbonmonoksida 
(CO), karbondioksida (CO2), nitrogen-monoksida (NO), gas 
belerang, amoniak dan asap di udara. Sapa di udara ditimbulkan 
dari proses pembakaran sampah berbahan plastik ada yang 
bersifat karsiongen, artinya dapat menimbulkan kanker. Dengan 
pencemaran udara atau bau yang tidak sedap dikarenakan 
timbunan sampah, dan pembakaran sampah, maka siswa akan 
sulit untuk berkonsentrasi dalam proses belajar. 
c. Pencemaran perairan  
Pencemaran air yang ditimbulkan oleh sampah misalnya 
terjadinya perubahan warna dan bau pada air sungai, penyebaran 
bahan kimia dan mikroorganisme yang terbawa air hujan dan 
meresapnya bahan-bahan berbahaya sehingga mencemari sumur 




air tanah dapat muncul ke permukaan tanah melalui air sumur 
penduduk dan mata air. Jika bahan pencemar itu berupa B3 
(bahan berbahaya dan beracun), maka akan berbahaya bagi 
manusia, karena dapat menyebabkan gangguan pada syarat, 
cacat pada bayi, kerusakan sel-sel hati atau ginjal. Cairan 
rembesan sampah yang masuk ke dalam drainase atau sungai 
akan mencemari air. Berbagai organisme termasuk ikan dapat 
mati sehingga beberapa spesies akan lenyap, hal ini 
mengakibatkan berubahnya ekosistim perairan biologis. 
Penguraian sampah yang dibuang ke dalam air akan 
menghasilkan asam organik dan gas cair organik, seperti 
metana. Selain berbau kurang sedap, gas ini dalam konsentrasi 
tinggi dapat meledak. Selain ketiga dampak tersebut di atas, 
sampah jalan dan sampah sekolah yang bertaburan di 
lingkungan sekolah dengan pengelolaan yang kurang baik, 
apabila hujan turun akan terbawa ke got/ atau sungai, sementara 
kebiasaan membuang sampah ke sungai atau ke got masih sulit 
dihilangkan, tentu saja akibatnya sangat tersumbat dan timbul 
banjir. Pada akhirnya banjir menyebarkan penyakit di sekitar 
lingkungan. 
 
Apabila pengelolaan sampah yang tidak dilakukan secara sistematis, 






 Dampak-dampak tersebut adalah sebagai 
berikut:  
a. Dampak terhadap kesehatan: tempat berkembang biak 
organisme yang dapat menimbulkan berbagai penyakit, 
meracuni hewan dan tumbuhan yang dikonsumsi oleh manusia. 
b. Dampak terhadap lingkungan: mati atau punahnya flora dan 
fauna serta menyebabkan kerusakan pada unsur-unsur alam 
seperti terumbu karang, tanah, perairan hingga lapisan ozon. 
c. Terhadap sosial ekonomi: menyebabkan bau busuk, 
pemandangan buruk yang sekaligus berdampak negatif pada 
pariwisata secara bencana seperti banjir. 
 
 
5. Pengelolaan Sampah 
Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam 
menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. 
Secara garis besar, kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi 
pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan 
transport, pengolahan dan pembuangan akhir
28
. Secara umum pengelolaan 
sampah di perkotaan dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan kegiatan, yaitu: 
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pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir.
29
 Secara sederhana 
tahapan-tahapan dari proses kegiatan dalam pengelolaan sampah sebagai 
berikut: pengumpulan diartikan sebagai pengelolaan sampah dari tempat 
asalnya sampai ke tempat pembuangan sementara sebelum menuju tahapan 
berikutnya. Pada tahapan ini digunakan sarana bantuan berupa tong sampah, 
bak sampah, peti kemas sampah, gerobak dorong maupun tempat 
pembuangan sementara. Untuk melakukan pengumpulan, umumnya 
melibatkan sejumlah tenaga yang mengumpulkan sampah setiap periode 
waktu tertentu. 
Tahapan pengangkutan dilakukan dengan menggunakan sarana 
bantuan berupa alat transportasi tertentu menuju ke tempat pembuangan 
akhir/pengolahan. Pada tahapan ini juga melibatkan tenaga yang pada 
periode waktu tertentu mengangkut sampah dari tempat pembuangan 
sementara ke tempat pembuangan akhir. Pada tahap pembuangan akhir/ 
pengolahan, sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia 
maupun biologis sedemikian hingga tuntas penyelesaian seluruh proses. 
Metode pengelolaan atau memilah sampah Dalam pasal 12 ayat (1) 
Undang-Undang Pengelolaan Sampah (UUPS), setiap orang diwajibkan 
melakukan pengelolaan atau memilah sampah dengan cara atau metode 
yang berwawasan lingkungan metode tersebut adalah 3R, yaitu:  
1. Reduce (mengurangi sampah) dalam arti tidak membiarkan 
tumpukan sampah yang berlebihan. 
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2. Reuse (menggunakan kembali sisa sampah yang bisa 
digunakan).  
3. Recycle (mendaur ulang).  
Metode pengelolaan atau memilah sampah berbeda-beda tergantung 
dari banyak yang seperti jenis zat sampah, tanah untuk mengolah dan 
ketersediaan area di mana metode tersebut secara umum berupa: 
30
 
1. Solid waste generated: penentuan timbulan sampah.  
2. On site handling: penanganan di tempat atau pada sumbernya. 
Tahap ini terbagi menjadi tiga, yakni: a) Pengumpulan 
(collecting) b) Pengangkutan (transfer and transport) c) 
Pengolahan (treatmen), seperti pengubahan bentuk, pembakaran, 
pembuatan kompos dan energy recovery (sampah sebagai 
penghasil energi). 
3. Pembuangan akhir: pembuangan akhir sampah harus memenuhi 
syarat-syarat kesehatan dan kelestarian lingkungan. 
 
B. Tinjauan Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah 
1. Pengertian Pemerintah Daerah 
Pemerintah atau Government dalam bahasa indonesia berarati 
pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang 
dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Bisa juga 
berarti lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, 
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negara bagian, atau kota, dan sebagainya
31
. Selanjutnya, Daerah adalah 
lingkungan pemerintah : wilayah, daerah diartikan sebagai bagian 
permukaan bumi; lingkungan kerja pemerintah, wilayah: selingkup tempat 
yang dipakai untuk tujuan khusus, wilayah; tempattempat sekeliling atau 
yang dimaksud dalam lingkungan suatu kota; tempat yang terkena peristiwa 
sama; bagian permukaan tubuh.
32
 
Lain halnya dengan C.F Strong yang menyebutkan bahwa 
pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk 
melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti 
luas merupakan sesatu yang lebih besar daripada suatu badan atau 
kelompok.
33
 Pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah 
adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 
Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem 
penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk me-
ngatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk menga-
tur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama di 
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 , yaitu: pertama, Pemberian tugas dan wewenang untuk menye-
lesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah 
Daerah; kedua, Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, 
mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas 
tersebut; dan ketiga, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan 
mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara 
langsung maupun DPRD. 
Pengertian Pemerintah Daerah menurut pasal 1 angka 3 Undang 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah 
Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. Negara Indonesia menganut paham demokrasi dan 
nomokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pemerintahan 
daerah. Berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa pemerintahan daerah 
provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Provinsi adalah 
suatu satuan dari teritorial yang dijadikan sebagai nama dari sebuah wilayah 
administratif yang berada di bawah wilayah negara atau Negara bagian.  
Dalam pembagian administratif, Indonesia terdiri atas provinsi, yang 
dikepalai oleh seorang Gubernur. Gubernur dipilih bersama wakilnya dalam 
satu paket pasangan yang dipilih secara langsung oleh rakyat di provinsi 
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setempat untuk masa jabatan lima tahun, sehingga dalam hal ini gubernur 
bertanggung jawab kepada rakyat. Gubernur terpilih kemudian dilantik oleh 
Presiden, dan dapat juga dilantik oleh Mendagri atas nama Presiden. Selain 
itu, gubernur juga berkedudukan sebagai 37 wakil pemerintah pusat di 
wilayah provinsi bersangkutan, sehingga gubernur bertanggung jawab 
kepada Presiden. Gubernur bukan atasan bupati atau walikota,melainkan 
hanya sebatas membina, mengawasi, dan mengoordinasikan 
penyelenggaraan pemerin-tahan daerah kabupaten/kota. Hubungan 
pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota bukan 
subordinat, yaitu setiap pemerintahan daerah mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
35
 
Daerah provinsi selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan 
Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai 
wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menye-
lenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi. 
Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan 
Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota 




Menurut Harson, pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai:
37
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a. Local Self Government atau pemerintah lokal daerah dalam 
sistem pemerintah daerah di Indoneisa adalah semua daerah 
dengan berbagai urusan otonom bagi local self government 
tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan 
negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah 
lokal mempunyai hak inisiatif sendiri, mempunyai wewenang 
untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas 
kebijaksanaannya sendiri. Selain diserahi urusan-urusan tertentu 
oleh pemerintah pusat, dapat juga diserahi tugas-tugas 
pembantuan dalam lapangan pemerintahan (tugas medebewind). 
Tugas ini adalah untuk turut serta (made) melaksanakan 
peraturan perundang-undangan, bukan hanya yang ditetapkan 
oleh pemerintah pusat saja, melainkan juga yang ditentukan oleh 
pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat 
diatasnya. 
b. Local State Government atau pemerintah lokal administratif 
dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan 
negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah 
pusat. Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan 
karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan 
pemerintahan. Pejabat-pejabat yang memimpin pemerintah lokal 
administtratif itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah 




pemerintah pusat, berdasarkan hierarki kepegawaian, 
ditempatkan di wilayah-wilayah administratif yang 
bersangkutan dibantu oleh pegawai-pegawai yang juga diangkat 
dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Segala pembiayaan 
pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh pemerintah 
pusat. 
Pemberian kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan 
pemerintahannya, dilaksanakan melalui suatu proses yang disebut  
desentralisasi kepada daerah-daerah otonom atau dikenal dengan otonomi 
daerah. Desentralisasi memiliki dua bentuk yaitu politik dan administratif. 
Desentralisasi politik yaitu wewenang untuk membuat keputusan dan 
melakukan kontrol tertentu terhadap sumber daya yang diberikan kepada 
pemerintah lokal dan regional. Desentralisasi adminitratif adalah suatu 
delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di 
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2. Kewenangan Tugas dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah  
Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan 
dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk 
bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan 
tanggung jawab kepada orang atau badan lain.
39
 Secara konseptual, istilah 
wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda 
bevoegdheid (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan 
bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum 
Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas 
dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan 
diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang 
memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam 
menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang 
diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan 
dan perbuatan hukum.
40
. Penjelasan tentang konsep wewenang, dapat juga 
didekati melalui telaah sumber wewenang dan konsep pembenaran tindakan 
kekuasaan pemerintahan. Teori sumber wewenang tersebut meliputi 
atribusi, delegasi, dan mandat.
41
.  
Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama 
dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat 
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dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.
42
 
Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki 
seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan 
demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang 
dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan 
merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. 
Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata 
negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan 
kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut 




Lebih lanjut kemudian F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek seba-
gaimana dikutip oleh Ridwan, mengemukakan pandangan sebagai berikut : 
 “Bahwa hanya ada 2 (dua) cara untuk memperoleh wewenang, yaitu 
atribusi dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan 
wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan 
wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh 
wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi delegasi secara logis 
selalu didahului oleh atribusi). Mengenai mandat, tidak dibicarakan 
mengenai penyerahan wewenang atau pelimbahan wewenang. Dalam 
hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (dalam arti 




Menurut Pasal 13 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
Tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi kewenangan dari Pemerintah 
Daerah tingkat provinsi adalah sebagai berikut : 
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a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas daerah 
Kabupaten/kota. 
b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas daerah 
Kabupaten/kota. 
c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas 
daerah Kabupaten/kota. 
d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih 
efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi. 
Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu 
pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah 
bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan prilaku 
subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus 
ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung 
adanya standard wewenang yaitu standard hukum (semua jenis wewenang) 
serta standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).
45
 
Pemberian kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan 
pemerintahannya, dilaksanakan melalui suatu proses yang disebut 
desentralisasi kepada daerah-daerah otonom atau dikenal dengan otonomi 
daerah. Desentralisasi memiliki dua bentuk yaitu politik dan administratif. 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menggariskan tugas-tugas wakil 
kepala daerah secara lebih spesifik. Pasal 26 ayat 1 menjelaskan rincian 
tugas seorang wakil kepala daerah, yaitu: 
                                                           





a. Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerinthan 
daerah. 
b. Membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan-
kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan 
dan/atau temuan hasil pengawasan, melaksanakan 
pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan 
pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan 
hidup. 
c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah 
kabupaten dan bagi wakil kepala daerah propinsi. 
d. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di 
wilayah kecamatan, kelurahan/dan atau desa bagi wakil kepala 
daerah kabupaten/kota. 
e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah 
dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah. 
f. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang 
diberikan oleh kepala daerah. 
g. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila 
kepala daerah berhalangan. 
Pasal 26 ayat 2 mengatur ketentuan mengenai pertanggungjawaban 
tugas seorang wakil kepala daerah. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya 
seperti dirinci di atas, wakil kepala daerah berttanggung jawab kepada 




kepala daerah berada dalam satu kesatuan yang utuh dan sinergitas dengan 
tugas-tugas kepala daerah, yang kelak dipertanggungjawabkan bersama 
kepada DPR. 
Jika kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan atau tidak 
dapat melakukan kewajiban selama enam bulan secara terus-menerus dalam 
masa jabatannya, maka wakil kepala daerah akan menggantikan kepala 
daearh sampai habis masa jabatannya. Ketentuan ini diatur dalam ayat 3 
Pasal 26 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah. 
Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 25 dan Pasal 26, kepala daerah dan wakil kepala daerah 
mempunyai kewajiban sebagai berikut: 
a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan 
Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 
serta mem-pertahankan dan memelihara keutuhan Negara 
kesatuan republik Indonesia. 
b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. 
d. Melaksanakan kehidupan demokrasi. 
e. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-
undangan. 





g. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah. 
h. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik. 
i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan 
keuangan daerah. 
j. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di 
daerah dan semua perangkat daerah. 
k. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan 
daerah di hadapan rapat paripurna DPRD. 
3. Pengertian Peraturan Daerah, dan Dasar Pembentukan 
Peraturan Daerah 
a. Pengertian Peraturan Daerah 
Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat 
oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-
sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan 
penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas 
perjalanan eksekusi pemerintah daerah
46
. Peraturan daerah 
merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang 
dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan 
daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas 
dari masing-masing daerah. 
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Kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat 
membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang 
terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. 
Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan 
bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-
undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan 
perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan 




Tujuan utama dari peraturan daerah adalah 
memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian 
daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh 
asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara 
lain; Memihak kepada kepentingan rakyat, menunjung tinggi 
hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya
48
. 
Kemudian menurut UU Nomor 12 tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah 
adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala 
Daerah
49
. Jadi peraturan daerah merupakan suatu pemberian 
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kewenangan (atribusian) untuk mengatur daerahnya dan 
peraturan daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan 
wewenang (delegasi) dari peraturan. 
Prinsip dasar penyusunan peraturan daerah: 
1) Transparansi/keterbukaan 
2) Partisipasi 
3) Koordinasi dan keterpaduan.  
b. Dasar Pembentukan Peraturan Daerah 
Rancangan peraturan daerah yang telah memperoleh 
kesepakatan untuk dibahas kemudian dilaporkan kembali 
kepada walikota oleh sekretaris daerah disertai dengan nota 
pengantar untuk walikota dari pimpinan DPRD. Proses 
pembahasan dilaksanakan berdasarkan peraturan tata tertib 
DPRD. Sebelum dilakukan pembahasan di DPRD, terlebih 
dahulu dilakukan penjadwalan oleh badan Musyawarah DPRD. 
Pembahasan pada lingkup DPRD sangat sarat dengan 
kepentingan politis masing-masing fraksi. 
Salah satu jenis Peraturan Perundang-Undangan di 
Indonesia, Peraturan Daerah dalam pembentukannya tunduk 
pada asas maupun teknik dalam penyusunan Perundang-
Undangan yang telah ditentukan. Hal yang sangat penting dalam 
pembentukan Peraturan Perundang-undangan diantaranya 




dimaksud disini adalah pijakan, alasan atau latar belakang 
mengapa Perundang-Undangan itu harus dibuat.
50
 
Landasan yang digunakan dalam menyusun Perundang-
undangan yang tangguh dan berkualitas, meliputi:  
1. Landasan Yuridis 
Yakni ketentuan hukum yang menjadi dasar kewenangan 
(bevoegheid competentie) pembuat Peraturan Perundang-
undangan. Apakah kewenangan pejabat atau badan 
mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam 
Perundang-undangan atau tidak. Hal ini sangat penting 
untuk disebutkan dalam Perundang-undangan karena 
seorang pejabat/suatu badan tidak berwenang 
(onbevogheid) mengeluarkan aturan. Landasan ini dibagi 
menjadi dua: dari segi formil landasan ini memberikan 
kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat 
peraturan tertentu; dari segi materiil sebagai dasar hukum 
mengatur hal-hal tertentu. Dalam suatu Perundang-
undangan landasan yuridis ini ditempatkan pada bagian 
konsideran “mengingat”.  
Landasan yuridis dari penyusunan Peraturan 
PerundangUndangan meliputi 3 hal, yakni:  
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1) Kewenangan dari pembuat Perundang-undangan; 
2) Kesesuaian bentuk dan jenis Peraturan Perundang-
undangan dengan materi yang diatur;  
3) Keharusan mengikuti tata cara tertentu pembuatan 
Perundang-undangan. 
2. Landasan Sosiologis 
Yakni satu Peraturan Perundang-undangan yang dibuat 
harus dapat dipahami oleh masyarakat sesuai dengan 
kenyataan hidup. Hukum yang dibentuk harus sesuai 
dengan hukum hidup (the living law) dalam masyarakat. 
Dalam kondisi demikian inilah maka Peraturan 
Perundang-undangan tidak mungkin lepas dari gejala-
gejala sosial yang ada di masyarakat. Dengan melihat 
kondisi sosial yang terjadi pada masyarakat dalam rangka 
penyusunan suatu Perundang-Undangan maka tidak begitu 
banyak lagi pengarahan institusi kekuasaan dalam 
melaksakannya. 
3. Landasan Filosofis 
Yaitu dasar filsafat atau pandangan atau ide yang menjadi 
dasar sewaktu menuangkan hasrat dan kebijakan 
pemerintah ke dalam suatu rancana atau draft peraturan 
negara. Suatu rumusan. Perundang-undangan harus 




diterima dan dikaji secara filosofis.Pembenaran itu harus 
sesuai dengan cita-cita kebenaran (idee der waarheid), 
cita-cita keadilan (idee der grerechtsighheid) dan cita-cita 
kesusilaan (idee der eedelijkheid). 
Dengan demikian Perundang-Undangan dikatakan mem-
punyai landasan filosofis (filosofis grondflag) apabila 
rumusannya mendapat pembenaran yang dikaji secara 
filosofis. Dalam konteks negara Indonesia yang menjadi 
inti dari landasan filosofis ini adalah Pancasila sebagai 
suatu sistem nilai nasional bagi sistem kehidupan 
bernegara.  
4. Landasan Politis  
Yakni garis kebijakan yang menjadi dasar selanjutnya bagi 
kebijakan dan pengarahan ketatalaksanaan pemerintahan 
negara. Hal ini dapat diungkapkan pada garis politik 
seperti pada saat ini tertuang pada Program Legislasi 
Nasional (Prolegnas) maupun Program Legislasi Daerah 
(Prolegda), dan juga kebijakan Program Pembangunan 
Nasional (Propernas) sebagai arah kebijakan pemerintah 
yang akan dilaksanakan selama pemerintahannya kedepan. 




Peraturan Perundang-Undangan yang akan dibuat oleh 
badan maupun pejabat yang berwenang.
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Selain landasan tersebut diatas masih ada beberapa 
landasan yang dapat digunakan diantaranya, landasan 
ekonomis, ekologis, kultural, religi, administratif dan 
teknis perencanaan yang tidak boleh diabaikan dalam 
upaya membuat Peraturan Perundang-Undangan yang baik 
pada semua tingkatan pemerintah. 
 
4. Tata kelola Pemerintahan yang baik 
Good governance merupakan suatu proses tata kelola 
pemerintahan yang baik, degan melibatkan stakeholder terhadap 
berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan 
beragam sumberdaya seperti sumber daya alam, keuangan dan 
manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut 
asas keadilan, pemerataan, persamaan efisiensi, transparansi dan 
akuntabilitas. 
Konsep good governance merupakan konsep yang 
diperkenalkan sebagai upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang 
lebih baik dan mencakup tiga domain yaitu state 
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Terselengaranya good governance merupakan prasyarat bagi 
setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi dan mencapai tujuan 
bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan 
sistem pertanggung-jawaban yang tepat, jelas, terukur dan absah, 
sehingga penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan secara bersih dan 
bertanggungjawab. Dalam menuju good governance pemerintah 
diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih efisien, 
efektif serta demokratis bercirikan keterbukaan, rasa 
bertanggungjawab, tanggap 2 (dua) pada aspirasi rakyat, menghargai 
perbedaan, jujur pada persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat 
yang lebih benar. 
 
C. Tinjauan Umum Tentang Lingkungan Hidup 
1. Pengertian Lingkungan Hidup 
Definisi Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua 
benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan 
perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan 
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Pengertian lingkungan hidup bisa dikatakan sebagai segala sesuatu 
yang ada di sekitar manusia atau makhluk hidup yang memiliki hubungan 
timbal balik dan kompleks serta saling mempengaruhi antara satu komponen 
dengan komponen lainnya. Pengertian lingkungan hidup yang lebih 
mendalam menurut UU No 32 Tahun 2009 adalah kesatuan ruang dengan 
semua benda atau kesatuan makhluk hidup termasuk di dalamnya ada 
manusia dan segala tingkah lakunya demi melangsungkan perikehidupan 
dan kesejahteraan manusia maupun mahkluk hidup lainnya yang ada di 
sekitarnya. 
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menyebutkan pengertian 
pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk 
hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh 
kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Lingkungan hidup yang 
telah ditetapkan, sedangkan pengertian perusakan lingkungan hidup adalah 
tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung 
terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga 




2. Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa lingkungan hidup 
merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan 
                                                           




makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi 
alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia 
serta makhluk hidup lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa lingkungan 
hidup adalah suatu sistem yang saling berhubungan dan saling bergantung 
antar komponen yang satu dan lainnya dan tidak dapat dipisah-pisahkan 
sehingga membentuk satu kesatuan ekosistem yang utuh. Manusia yang 
menjadi salah satu komponen dari lingkungan hidup tersebut, tidak dapat 
dipisahkan dengan lingkungan sekitarnya. Sehingga apabila terdapat salah 
satu gangguan terhadap salah satu komponen lingkungan tersebut, baik 




Dalam pengelolaan lingkungan bahwa secara regulasi pemerintah 
berwenang dalam mengelola lingkungan secara konstitusional yaitu 
berdasar pada ketentuan Pasal 33 ayat 3 dan 4 Undang–Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 ayat 3 menentukan : 
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 
oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” .  
Pelaksanaan dari ketentuan Pasal 33 ayat 3 dan 4 UUD 1945 tersebut 
telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 63 yaitu mengenai 
tugas dan wewenang bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan 
hidup sedangkan untuk bidang sumber daya alam diatur dalam Undang–
                                                           





Undang masing-masing sektor, seperti UU Pertambangan Mineral dan 
Batubara, UU Panas Bumi, dan UU Sumberdaya Air. Landasan hukum 
tersebut dimaksudkan untuk mengelola, mengatur dan mengarahkan 
























HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pelaksanaan Pasal 13 Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan 
Sampahdi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Terhadap 
Lingkungan Hidup 
1. Gambaran Umum Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal 
Kecamatan Suradadi merupakan salah satu dari 18 kecamatan yang 
ada di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Indonesia. Pusat pemerintahan 
berada di Desa Suradadi. Yang dipimpin oleh camat : Akmad Susyanto. 
Kecamatan Suradadi terletak kurang lebih 17 km di sebelah timur Kota 
Tegal , Jawa Tengah atau kurang lebih 13 km di sebelah barat Pemalang, 
Jawa Tengah dan berjarak kurang lebih 30 km dari ibukota Kabupaten 
Tegal, Kecamatan Slawi. 
Di Kecamatan ini memiliki wilayah yang yang terbentang dari pesisir 
utara ke daratan. Jarak terjauh antara desa terlintas 14 km dari desa 
Bojongsana sampai dua Desa di wilayah selatan yakni Harjasari dan 
Kertasari. Luas Kecamatan Suradadi adalah 5.573 hektar terdiri dari 79,68 
% merupakan lahan sawah yaitu seluas 4.440,9 hektar. Dari luas lahan 
sawah tersebut 4.245 hektar diantaranya merupakan lahan sawah beririgrasi 
teknis dan 15 hektar lainya merupakan sawah tadah hujan. Lahan sawah 
yang ditanami padi sebanyak satu kali dalam setahun seluas 30 hektar, 




Sedangkan lahan kering terdiri dari 854,5 hektar merupakan bangunan dan 
pekarangan, dan 97,7 hektar digunakan untuk kawasan lainya, seperti 
makam, lapangan, jalan, dan sebagainya.  
Secara Administratif Pantai Suradadi terletak di Desa Suradadi dan 
Bojongsana Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Batas 
wilayah kedua desa tersebut yaitu: 
a. Utara : berbatasan dengan Laut Jawa 
c. Timur : berbatasan dengan Desa Kademangan Kecamatan Warureja 
d. Selatan : berbatasan dengan Desa Jatimulya  
e. Barat : berbatasan dengan Desa Purwahamba 
Kecamatan Suradadi dibagi menjadi 11 Desa yaitu: 
1) Bojongsana 
2) Gembongdadi 
3) Harjasari  
4) Jatibogor 
5) Jatimulya  
6) Karangmulya  
7) Karangwuluh  
8) Kertasari  




Dari kesebelas Desa yang ada dikecamatan Suradadi sebagai kawasan 
agraris, penduduk Kecamatan Suradadi sebagian besar bekerja di sektor 
pertanian dan nelayan. Tercatat 52,02 % penduduk mengandalkan bercocok 
tanam, beternak, menangkap dan budidaya ikan. Sementara sektor 




yang menghiasi aktivitas masyarakat di Kecamatan Suradadi.Seperti 
berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI atau Polri, dan 
karyawan swasta. Ada sebagian penduduk yang merantau ke kota-kota besar 
di Indonesia bahkan ke luar negeri dan bekerja di berbagai sektor industri 
dan sektor informal. Sebagian penduduk juga ada yang bekerja sebagai crew 
pada kapal-kapal penangkap ikan di negara Jepang, Taiwan, Korea Selatan, 
Spanyol, dan lain-lain. 
Kecamatan Suradadi yang terletak di kawasan pantura Kabupaten 
Tegal memunculkan pergerakan perekonomian yang dinamis. Fasilitas 
perbankan cukup memadai dengan keberadaan 3 bank umum yang terdapat 
di Desa Suradadi sebagai induk, dengan unit-unit di kertasari danJatibogor. 
Selain itu didukung oleh keberadaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan 
BMT, serta 4 (empat) Koperasi Unit Desa (KUD) dan 4 (empat) koperasi 
non KUD. Pasar tradisional tetap menjadi andalan masyarakat kecamatan 
Suradadi yang berbasis agraris.  
Kecamatan Suradadi terdapat tiga buah pasar tradisional yang terletak 
didesa Harjosari, Jatibogor dan Suradadi. Namun demikian, aktifitas 
ekonomi yang berkembang memunculkan terbukanya persaingan 
munculnya beberapa swalayan atau minimarket yang terletak tidak jauh dari 
pasar-pasar yang ada. Namun belum ada tempat pembuangan sampah setiap 
desanya jadi belum mampu terorganisir, dan tempatnya masih numpang di 
lahan milik dinas pekerjaan umum, pengairan dan tempat tersebut dipinggir 




berserakan ke jalanan, sampah-sampah yang di buang ditempat pembuangan 
terebut berasal dari sampah pasar yang ada dikecamatan suradadi yang 
belum mempunyai tempat pembuangan sampah sehingga sampah-sampah 
pasar dibuang di tempat tersebut, karena tempat pembuangan sementara itu 
dipinggir jalan jadi semua masyarakat membuang sampah dengan 
gampangnya tanpa memikirkan sampah yang berserakan sampai kejalan 
utamaa itu sangat menganggu para pejalan lainnya.  
Saat ini Kecamatan suradadibelum tersedia pengelolaan sampah 
secara terpadu, yang tersedia pengelolaan pemindahan dari rumah-rumah 
warga ke tempat pembuangan sementara (TPS) lalu diangkut oleh truk dari 
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tegal. Belum adanya retribusi 
dari masyarakat untuk mengelah sampah yang membuat kecamatan suradadi 
pengelolaan sampah belom tertata rapi. 
 
2. Pelaksanaan Pasal 13 Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan 
Sampahdi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Terhadap 
Lingkungan Hidup 
Dalam Undang-Undang Pengelolaan sampah didasari dengan jumlah 
penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi 
mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Di samping itu, pola 
konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis 
sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang 




Berdasarkan obervasi peneliti bahwa sampah di Kabupaten Tegal khususnya 
di Kecamatan Suradadi masih belum dapat menyelesaikan masalah yang 
dihadapi yakni masalah jumlah sampah yang dari waktu ke waktu semakin 
bertambah dan jumlah sampah yang dikelola tidak dapat mencapai 50%dari 
jumlah keseluruhan sampah yang ada
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 dari total jumlah yang ada dan 
Tempat Pembuangan Sampah (TPA) dengan luas wilayah yang terbatas 
dapat menampung jumlah sampah yang dihasilkan. Namun, target yang 
sudah ditetapkan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten 
Tegal masih belum tercapai secara maksimal. Pelaksanaan pengelolaan 
sampah di Kabupaten Tegal juga belum dapat mencapai tujuan yang 
diinginkan yakni mewujudkan lingkungan hidup yang sehat dan baik guna 
mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tegal dan 
sasarannya adalah dapat mengurangi dan mengangkut jumlah sampah. 
Tabel 2 
Volume Produksi dan Sampah Terangkut di Kabupaten Tegal 
No BULAN 
TAHUN JUMLAH 
TOTAL 2017 2018 2019 2020 
1 Januari 10,089 11,438 12,178 14,258 47,963 
2 Februari 9,506 10,996 11,559 13,079 45,140 
3 Maret 10,961 12,790 12,248 14,283 50,282 
4 April 10,907 11,874
 
12,252 16,193 51,226 
5 Mei 10,753 11,910 12,503 17,135 52,301 
6 Juni 10,258 11,861 11,861 18,058 50,484 
7 Juli 11,063 12,067 12,389 16,768 52,287 
8 Agustus 10,287 11,003 12,456 18,978 52,564 
9 September 10,127 10,919 12,072 15,567 33,118 
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TOTAL 2017 2018 2019 2020 
10 Oktober 10,555 11,658 12,120 17,867 48,685 
11 November 10,019 11,156 12,422 15,876 49.473 
12 Desember 10,183 11,764 13,544 17,543 53.034 
JUMLAH 124,708 137,882 147,604 195,605 102214.797 




Berdasarkan data tabel di atas, produksi sampah di Kabupaten Tegal 
dari tahun 2017-2020 mengalami peningkatan volume. Hal ini sejalan 
dengan seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Tegal. 
Pelaksanaan pengelolaan sampah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan 
Hidup Kabupaten Tegal beralamat di Jl. Prof. Moch. Yamin Slawi 52413 
Telp. (0283) 491159 merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan 
daerah di bidang lingkungan hidup yang di pimpin oleh Dinas yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup.  
Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dalam mengelola 
sampah dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud 
menyelenggarakan fungsi menurut Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 
2016 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, fungsi, dan tata kerja Kepala Dinas, 
Sekertaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, Kepala 
UPTD, Kepala sub bagian tata usaha UPTD dan Kelompok Jabatan 






2. Sekretaris Kecamatan 
3. Seksi Tata Pemerintahan 
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban 
5. Seksi Pelayanan 
6. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan hidup 
7. Seksi Kemasyarakatan 
Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dalam pengelolaan 
sampah  di lihat dari kepatuhan dan rutinitas dalam menjalankan tugasnya 
tentunya sudah cukup baik, namun hal ini sedikit bertolak belakang dengan 
dampak yang di kehendaki karena pada kenyataannya TPS (Tempat 
Pembuangan Sampah Sementara)di kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal 
masih terjadi dan terlihat nyata.  
Berdasarkan hasil pengamatan pengelolaan sampah jika di lihat 
langsung melalui fisik maka masih di temukan sampah berserakan di sekitar 
jalan suradadi-kertasari yang terlihat banyaknya sampah yang masih berada 
di tepi jalan membuat bau yang tidak mengenakan terutama di jalan menuju 
desa kertasari di sekitar TPS tersebut karna banyaknya sampah yang 
berserakan di jalan. 
Pada daerah tempat pembuangan sementara kecamatan suradadi 
terdapat aktivitas dimana aktivitas tersebut memberikan suatu permasalahan 
dalam pengelolaan sampah permasalahan yang ada dalam pengelolaan 




1. Penumpukan sampah yang over kapasitas yang masih terjadi di tempat 
pembuangan sementara kecamatan suradadi  
2. Arean tempat pembuangan sementara kecamatan suradadi bukan di 
tanah milik pemerintah kecamatan melainkan milik dinas pekerjaan 
umum yang menjadi tersendatnya pemerintah kecamtan untuk 
membuat tempat pembuangan sementara lebih luas  
3. Jumlah masyrakat yang membuang di tempat pembuangan sementara 
lebih banyak namun retribusi yang diberikan sedikit sehingga 
membuat pihak kecamatan terkendala akan biaya untuk pengelolaan 
sampah 
 
Pemerintah kecamatan meminta membuat sistem pengelolaan sampah 
dan berjalan dengan baik melalui penarikan iuran sampah setiap seminggu 
sekali kepada masyarakat dan pedagang pasar karena masyarakat suradadi 
masih enggan memberikan retribusi kepada pihak dinas lingkungan maka 
dari itu pemerintah desa ingin membuat penarikan iuran pengelolaan 
sampah seminggu sekali atau sebulan sekali agar tidak memberatkan 
masyarakat dan pedagang pasar suradadi yang akan dilaksanakan oleh pihak 
pemerintah desa masing-masing dan memberikan retribusinya kepada pihak 
kecamatan suradadi lalu pihak kecamatan memberikan retribusinya ke pihak 
petugas dinas lingkungan hidup agar proses pengangkutan sampah ditempat 





Berdasarkan hasil penelitian dalam Pelaksanaan Pasal 13 Nomor 18 
Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Suradadi 
Kabupaten Tegal berdasarkan konsep lingkungan hidup, menunjukkan 
bahwa pengelolaan sampah untuk kawasan fasilitas umum khususnya 
pengelolaan sampah di kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti 
halnya pasar-pasar tradisional di Kecamatan Suradadi belum berjalan 
maksimal, belum terdapat fasilitas pemisahan sampah. Hasil temuan sampah 
masih ada diletakan dalam tumpukan tempat pembuangan sementara tanpa 
ada pemilahan jenis sampah. Apakah sampah tersebut termasuk sampah 
organik atau sampah non organik yang dapat didaur ulang. 
Saat ini pemilahan sampah-sampah di Kecamatan Suradadi khususnya 
di lakukan bersama-sama dengan sampah-sampah dari kecamatan-
kecamatan lain di Kabupaten Tegal yaitu Tempat Pembuangan Akhir di 
Desa Penujah Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal. Berikut penulis 







































Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, pemerintah Daerah Kabupaten 
Tegal belum tersedia peraturan daerah yang mengatur secara khusus mengenai 
pemilahan sampah untuk mendukung lingkungan hidup yang sehat. Pencemaran 
lingkungan yang diakibatkan oleh pembuangan sampah, akan dirasakan dalam 
kurun waktu yang akan datang, sehingga perlu ada nya pengaturan pengenai 
peraturan daerah tersebut. Tidak hanya sekedar penarikan retribusi kepada 
masyarakat, tapi untuk menekankan pola kehidupan masyarakat yang peduli 
terhadap lingkungan hidup.  
Jika peraturan sesudah tersedia, maka akan sangat mudah bagi aparat 
kecamatan dalam melaksanakan dan membuat kebijakan di tingkat dasar 
yaitu pemerintah desa, selain melakukan sosialisasi dalam pengelolaan dan 
pemilahan jenis sampah. 
B. Hambatan-hambatan dalam pengelolaan sampah di Kecamatan 
Suradadi Kabupaten Tegal terhadap Lingkungan Hidup 
Dalam pelaksanaan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 
Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Suradadi, peneliti menemukan 
setidaknya dua hambatan, sebagai berikut :  
a. Hambatan Internal  
 
Hambatan internal adalah hambatan yang berasal dari dalam  
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dalam pelaksanaan 
pertama dalam pengambilan sampah yang dilakukan bidang 
pengelohan limbah 3R sudah dilakukan namun tidak bisa secara rutin 




tentunya sangat memprihatinkan untuk masyarakat itu sendiri karena 
masyarakat tidak tahu bahwa sampah merupakan hal yang sangat 
perlu dikelola dengan baik agar tidak berefek pada kemudian hari 
kepada masyarakat sekitar Suradadi hambatan kedua yaitu tidak 
adanya sistem daur ulang dari pemerintah kecamatan Suradadi untuk 
meminimalisir pencermaran udara dan bertambahnya sampah yang 
berada di TPS se kecamatan Suradadi.  
b. Hambatan Eksternal 
Sesuai dengan arahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, 
Pengelolaan Sampah di Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, 
mencakup upaya pengurangan sampah dan penanganan sampah sejak 
dari sumber timbulnya. Hambatan eksternal merupakan hambatan 
yang berasal dari luar Dinas Lingkungan Hidup ada 2 (dua) hambatan 
eksternal yaitu rendahnya kesadaran masyarakat tentang dampak dan 
bahayanya jika sampah terus menerus tertumpuk dan membuat 
penceramaran udara yang lama kelamaan akan berakibat buruk kepada 
masyarakat sekitar maupun yang berdekatan dengan Tempat 
Pembuangan Sampah Sementara (TPS). Hambatan kedua adalah sikap 
apatis masyarakat seoalaah acuh terhadap sampah yang berserakan di 
jalan yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Bahkan saat di 
lakukan kegiatan yang berkaitan dengan sosialisasi tentang 
lingkungan hidup khususnya tentang pengelolaan sampah mereka 




tentang lingkungan hidup khususnya pengelolaan sampah mereka 
tidak mau ikut dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. 
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 
Tentang Pengelolaan Sampah berisi sebagai berikut : 
a. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi 
masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan 
karakteristik sampah yang semakin beragam; 
b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan 
metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan 
lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap 
kesehatan masyarakat dan lingkungan; 
c. bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga 
pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan 
terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara 
ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, 
serta dapat mengubah perilaku masyarakat; 
d. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukankepastian hukum, 
kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, 
pemerintahan daerah; 
e. serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan 
sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien; 
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f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-
Undang tentang Pengelolaan Sampah. 
 
Tabel 3 
Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah 
Di Kecamatan Suradadi 
 
No Sarana dan prasarana Tahun 
2018 2019 2020 
1 Motor Viar 5 7 10 
2 Keranjang Sampah 3 3 5 
3 Gerobag Dorong 3 6 9 
4 Sepatu Boot 16 26 38 
5 TPS 1 1 1 
 
Data pada tabel 3 tersebut, memaparkan bahwa sarana dan 
prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah 
sudah disediakan namun belum mampu mengatasi permasalahan 
sampah yang ada. Hal ini disebabkan karena sarana dan prasarana 
pengelolaan sampah yang ada masih kurang memadai. 
Perlu dilakukan upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan 
tersebut diatas sebagai berikut 
a. Pengawasan Terhadap Masyarakat yang Membuang Sampah di 
Kecamatan Suradadi. 
Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan 
hidup rendah dan membuat kumuhnya daerah disekitar TPS 
terutama bangunan-bangunan yang berjarak 20 meter dari TPS 




membuang sampah tak terkendali dan masyarakat yang lewat 
melewati pun ikut membuang sampah di TPS Suradadi dan 
minimnya retribusi masyarakat Suradadi akan Dinas lingkungan 
hidup juga berpengaruh akan kurangnya kinerja petugas dinas 
lingkungan hidup terutama petugas pengangkut sampah 
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Proses pengawasan terhadap masyarakat yang membuang 
sampah di TPS Suradadi di Kabupaten Tegal, selain berdampak 
positif seperti terpusatnya sampah pada 1 (satu) titik TPS di 
Suradadi namun menimbulkan dampak negatif seperti 
menumpuknya sampah melebihi kapasitas TPS yang membuat 
sampah berceceran sampai ketepi jalan karena tidak adanya 
pemabatas antara tps dan jalan yang membuat sampah setelah di 
ambil oleh truk oleh dinas lingkungan hidup saling berjatuhan 
hingga ketengah jalan sekitar dan mambuat jalan pun 
setengahnya penuh dengan sampah pengawasan preventif . 
b. Pengawasan Preventif 
Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang di lakukan 
sebelum pelaksanaan,yakni penggawasan yang di lakukan 
terhadap sesuatu yang bersifat rencana. Dalam pengawasan 
terhadap pengelolaan limbah, pengawasan preventif di lakukan 
oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.  
c. Dampak Penumpukan Sampah Terhadap Lingkungan Hidup  
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Pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan hidup di lakukan 
dengan di dasarkan pada perencanaan perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup, penetapan wilayah dan Rencana 
Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup, yang perlu 
diatur lebih lanjut. 
d. Penanganan Kurangnya Tempat Pembuang Sementara Di 
Kecamatan Suradadi 
Pelaksanaan pengelolaan sampah kurang maksimal dikarenakan 
kurangnya tempat pembuangan sampah dikecamatan suradadi 
hanya ada 3 (tiga) di seluruh kecamatan suradadi dan itu masih 
bukan punya pemerintah yang membuat pihak pemerintah 
kecamatan belum punya wewenang karena letak tempat 
pembuangan sampah masih di tanah pihak dinas  pekerjaan 
umum. 
Dan kurang sadarnya masyarakat kecamatan suradadi 
memberikan retribusi kepada petugas dinas lingkungan hidup 
yang membuat kurang maksimal untuk petugas dinas 
lingkungan hidup untuk mengangkut sampah di tempat 
pembuangan sementara banyaknya orang di sekitar luar 
kecamatan suradadi membuang sampah di tempat pembuang 
sementara tetapi tidak mau memberikan retribusi kepada petugas 
dinas lingkungan hidup yang pada akhirnya yang menanggung 




suradadi pun enggan memberikan retribusi kepada petugas dinas 
lingkungan hidup yang dimana orang dan pedagang pasar 








A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, yang dilaksanakan oleh 
peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Pelaksanaan pasal 13 Undang-undang nomor 18 tahun 2008 tenteang 
pengelolaan sampah dalam hal pengawasan represif belum maksimal 
karena proses penegakan hukum bagi masyarakat yang membuang 
sampah TPS Suradadi tidak di berikan saksi dan perigatan. Kurangnya 
pengawasan preventif yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup 
dalam pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Sampah 
Sementara (TPS) Suradadi yang hanya menyediakan minimnya 
kapisitasTempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) sehingga 
pembuangan sampah berserakan dijalanan. 
2. Hambatan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal masih 
belum tercapai secara maksimal. Salahsatunya Hambatan internal 
darin pihak Dinas Lingkungan Hidup sendiri kurangnya armada untuk 
mengangkut sampah di Tempat Pembuangan Sampah Sementara  
(TPS ) Suradadi ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Hambatan 
eksternal terdiri dari luar Dinas Lingkungan Hidup dengan rendanya 
kesadaran masyarakat tentang dampak dan bahayanya jika sampah 




lama kelamaan akan berakibat buruk kepada masyarakat sekitar 
maupun yang berdekatan dengan Tempat Pembuangan Sampah 
Sementara  (TPS). 
 
B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh tersebut, maka penulis 
mengajukan saran dan rekomendasi berkaitan dengan proses pengendalian 
pengelolaan sampah di kecamatan Suradadi agar dapat dilaksanakan lebih 
baik lagi sebagai berikut:  
1. Harus dibangun Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) lagi 
disetiap desa yang agar nantinya volume sampah tidak terus 
pertambah dan tidak menganggu masyarakat yang melewati jalan.  
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal sebagai lembaga 
pemerintah yang menangani bidang lingkungan hidup pada peraturan 
Nomor 6 tahun 2017 Dinas adalah perangkat daerah yang menangani 
persampahan  
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaran 
Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan 
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